
 

 
 

 
BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH  

 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 64 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN NON PELAYANAN  

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 
KABUPATEN BANYUMAS 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimbang : a. bahwa tarif layanan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Ajibarang telah ditetapkan Peraturan 

Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten 

Banyumas;  

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu diganti;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif 

Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya 

pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Ajibarang;   

 

 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);  

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali 



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5942);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perumahsakitan (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6659); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola 

Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); 

 



 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN 

KESEHATAN DAN NON PELAYANAN KESEHATAN 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 

KABUPATEN BANYUMAS. 

 
 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah atau selanjutnya disingkat RSUD adalah 

RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

5. Direktur adalah Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1213); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

21); 

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Rumah Sakit 

Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2021 Nomor 50); 



adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ 

badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat 

PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya. 

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD 

pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan 

yang berlaku umum. 

9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh 

BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat 

bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit 

layanan. 

10. Wajib tarif adalah orang atau badan yang wajib membayar tarif atas 

penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD. 

11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang 

dilakukan oleh RSUD meliputi pelayanan medis, penunjang medis dan 

penunjang nonmedis, pelayanan rehabilitasi medis dan mental, serta 

pelayanan nonmedis. 

12. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian 

sarana dan fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, 

pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis, 

rehabilitasi medis, serta pelayanan nonmedis. 

13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana 

pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, 

pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis, 

rehabilitasi medis, serta pelayanan nonmedis. 

14. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, 

bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau 

tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, 

bidan dan petugas-petugas kesehatan dengan maksud untuk upaya 



menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan 

gejala-gejala penyakit. 

15. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan 

radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka 

observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan 

pelayanan kesehatan lainnya. 

16. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di RSUD. 

17. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan 

langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan 

kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan 

dan rehabilitasi, dan atau pelayanan kesehatan lainnya. 

18. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat Individu yang 

diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, 

konsultasi, dan tindakan medis. 

19. Pelayanan medis gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi 

upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya 

pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi 

dan mulut pada pasien di Rumah Sakit. 

20. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan untuk menunjang 

penegakan diagnosis dan terapi meliputi pelayanan laboratorium, 

radiologi, gizi, farmasi, dan rekam medis. 

21. Pelayanan penunjang non medis adalah pelayanan yang diberikan 

kepada pasien di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan 

pelayanan medis, seperti hostel dan sekurity, administrasi, Instalasi 

Pengelolaan Air Limbah (IPAL), kesehatan lingkungan dan air bersih, 

laundry, pemeliharaaan sarana dan prasarana, SIMRS, ambulance, 

pemulasaraan jenazah dan  Central Sterile Supplay Department (CSSD). 

22. Pelayanan Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh 

Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan medis, 

fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, 

bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya. 

23. Pelayanan non medis adalah pelayanan di RSUD yang tidak 

berhubungan dengan pelayanan medis, penunjang, dan rehabilitasi, 

meliputi pelayanan diklat dan penelitian, pelayanan medicolegal, 

pelayanan laundry luar,pelayanan CSSD luar, Pelayanan Oksigen 

Luar, pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian. 



24. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk 

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan 

kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 

25. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang 

harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko 

kematian atau cacat. 

26. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk 

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau 

kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD. 

27. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif 

terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan 

pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan 

intensif meliputi intensive care unit (ICU), Pediatrik Intensive Care Unit 

(PICU), dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU). 

28. Pelayanan rawat sehari (one day care) di RSUD adalah pelayanan 

kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi 

medis dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur 

selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. 

29. Perawatan isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang 

diberikan pada pasien yang memerlukan perawatan medis khusus 

guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit. 

30. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang 

menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa 

pembiusan. 

31. Tindakan medis non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan 

untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi. 

32. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk 

menghindari seseorang dari kematian dan/atau kecacatan. 

33. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan 

pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan 

penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu screening 

gizi, pengkajian, assessment, perencanaan, monitoring, evaluasi dan 

konseling lanjut. 

34. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan 

kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, 

perencanaan tindakan, tindakan keperawatanserta evaluasi 



keperawatan. 

35. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh 

bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang 

mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa 

hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana 

dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan. 

36. Tindakan keperawatan/kebidanan/perawat gigi adalah tindakan yang 

dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi yang meliputi 

pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, 

pendidikan dan konseling kesehatan. 

37. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga 

fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakan diagnosis fisioterapi, 

intervensi, implementasi dan evaluasi. 

38. Pelayanan farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi 

pengelolaan obat, alat kesehatan, bahan habis pakai, reagen, dan gas 

medis, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional 

yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat 

kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien 

melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku 

apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan 

profesi kesehatan lainnya. 

39. Visite farmasi adalah kunjungan apoteker pada jam-jam tertentu yang 

dilakukan pada penderita yang dirawat. 

40. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Farmasi yang selanjutnya disebut 

KIE adalah adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka 

memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita. 

41. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam 

bentuk konsultasi, psikologi, gizi, farmasi, dan konsultasi lainnya. 

42. Konsultasi Dokter adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan 

spesialistis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan 

kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada 

dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan 

penderita. 

43. Visite Dokter adalah kegiatan kunjungan oleh dokter kepada pasien 

untuk lebih mengetahui kondisi perkembangan dengan cara 

mendatangi, memeriksa dan berkomunikasi secara langsung kepada 



pasien di ruang perawatan. 

44. Pelayanan medicolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan 

dengan kepentingan hukum atau kepentingan lainnya. 

45. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan perawatan dan 

konservasi jenazah yang dilakukan di RSUD untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan / pemakaman, dan atau untuk proses peradilan. 

46. Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care) adalah pelayanan 

kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan 

kepada individu dan keluarga ditempat tinggal pasien  yang bertujuan 

untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan 

atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat 

dari penyakit. 

47. Pelayanan rekam medis adalah pelayanan proses pengelolaan catatan 

medis dalam sistem rekam medis meliputi penerimaan, pencatatan, 

pengolahan (penataan, koding, indeksing, analisis, penyimpanan, dan 

pengambilan), serta pengelolaan dokumen (pengumpulan, pengolahan 

data, analisis, serta penyajian dan pelaporan). 

48. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang 

selanjutnya disebut SIM RS adalah pelayanan sistem informasi 

manajemen rumah sakit di RSUD. 

49. Pelayanan Diklat adalah pelayanan yang ditujukan kepada mahasiswa, 

perorangan, kelompok dan karyawan yang melaksanakan kegiatan 

praktek kerja lapangan, magang, penelitian dan studi banding di 

lingkungan RSUD. 

50. Pelayanan Oksigen luar adalah pelayanan terhadap pengisian Oksigen 

yang berasal dari perorangan, Perusahaan ataupun instansi di luar 

RSUD Ajibarang. 

51. Pelayanan laundry luar adalah pelayanan terhadap fasilitas 

pengelolaan linen yang berasal dari perorangan, perusahaan ataupun 

instansi di luar RSUD yang menggunakan di instalasi laundry RSUD. 

52. Pelayanan ambulans dan mobil jenazah adalah pelayanan mobilisasi 

terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis dan/atau 

pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain yang lebih 

mampu, dan pelayanan penjemputan dan/atau penghantaran pasien 

serta pelayanan penghantaran jenazah. 



53. Pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian adalah pelayanan 

bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan 

pasien atas permintaan dari pasien / keluarga. 

54. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung tarif 

pelayanan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan 

di RSUD. 

55. Unit cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk 

digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD. 

56. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan 

besaran tarif RSUD. 

57. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah 

konseling tes HIV sebagai upaya untuk memberikan dukungan secara 

psikologis dan emosional yang dilakukan melalui dialog personal 

antara seorang konselor dan seorang klien atau antara seorang 

konselor bersama klien dan pasangan (couple counseling). 

58. Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut kesling 

adalah upaya pencegahan penyakit dan/ atau gangguan kesehatan 

dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan 

yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di dalam 

lingkungan rumah sakit. 

59. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS 

adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang merupakan 

badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan 

Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai penetapan  

untuk penentuan besarnya Tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 

sehingga menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan pelayanan 

sesuai standar yang ditentukan. 

 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk: 

a. menentukan besaran tarif dengan memperhatikan jasa sarana rumah 

sakit dan jasa pelayanan; 

b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan; dan 

c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah 

Sakit Umum Daerah Ajibarang. 



BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Kebijakan Tarif; 

b. Pola Tarif; 

c. Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan; 

d. Struktur dan besarnya tarif; 

e. Tata cara Pemungutan; 

f. Tata cara pembayaran dan penagihan; 

g. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif Pelayanan; 

h. Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tarif; 

i. Masa Tarif, Piutang dan Kedaluwarsa; 

j. Pelaksanaan dan Pengawasan; 

 

BAB III 

KEBIJAKAN TARIF 

 

Pasal 5 

(1) Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD untuk golongan masyarakat yang 

pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar 

saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara 

Direktur dan Penanggung Jawab Penjamin. 

(2) Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan anggota keluarganya 

diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

(3) Pasien dengan status tahanan/ narapidana dirawat dikelas sesuai 

dengan permintaan penderita/penanggungnya dengan tarif sesuai 

kelas perawatan yang berlaku. 

BAB IV 

POLA TARIF 

 

Pasal 6 

(1)    Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran 

tarif layanan Rumah Sakit. 



(2)    Besaran tarif layanan sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan 

biaya satuan (unit cost) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan 

pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan 

kepatutan dan kompetensi yang sehat. 

(3)    Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil 

perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD 

dibagi dengan total hasil kegiatan. 

(4)    Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

seluruh pengeluaran yang terdiri dari biaya pegawai, biaya barang, 

biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dan biaya investasi yang 

dananya bersumber dari penerimaan bukan pajak. 

(5)    Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji 

pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan 

dan biaya penelitian. 

 

BAB V 

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF 

Paragraf Kesatu 

PELAYANAN 

 

Pasal 7 

(1) Pelayanan kesehatan pada RSUD yang dikenakan tarif dikelompokkan 

menjadi : 

a. Pelayanan Rawat Jalan; 

b. Pelayanan Rawat Darurat; 

c. Pelayanan Rawat Inap; 

d. Pelayanan Rawat Intensif; 

e. Pelayanan Penunjang Medis; 

f. Pelayanan Penunjang Non Medis; 

g. Pelayanan Rehabilitasi Medis; 

h. Pelayanan Non Medis. 

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran atas : 

a. Jasa Sarana; 

b. Jasa Pelayanan; dan 

c. Penggunaan Bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis 

pelayanan. 



(3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah 

imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, 

bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai 

yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan 

Pelayanan Penunjang Medis. 

(4) Jenis Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

adalah: 

a. Pelayanan Medis; 

b. Pelayanan Asuhan Kebidanan/Keperawatan dan/atau Tindakan 

Bidan/Perawat; 

c. Pelayanan Penunjang Medis, meliputi Pelayanan Asuhan Gizi, 

Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Farmasi, 

dan Rekam Medis; 

d. Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi administrasi, IPAL, 

Kesling dan air bersih, hostel dan sekuriti, SIMRS, Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana, Laundry, Pemulasaraan Jenazah, 

Ambulans dan Mobil Jenazah; 

e. Pelayanan Rehabilitasi Medis, meliputi Pelayanan Asuhan 

Fisioterapi, dan lain-lain profesi yang terkait dalam lingkup 

Pelayanan Rehabilitasi Medis; 

f. Pelayanan Non medis, meliputi Pelayanan Diklat dan Penelitian, 

Pelayanan Medicolegal, Pelayanan Laundry luar, Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling Kerohanian. 

g. Pelayanan Konsultasi Khusus meliputi konsultasi psikologi, gizi, 

dan farmasi, serta konsultasi lainnya; 

(5) Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan Penunjang 

Non Medis, Pelayanan Rehabilitasi Medis, serta Pelayanan Non Medis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, huruf 

e dan huruf f, dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. pelayanan Kecil; 

b. pelayanan sedang; 

c. pelayanan besar; 

d. pelayanan khusus; 

(6) Klasifikasi jenis pelayanan sebagaimana diatur pada ayat (5) dengan 

Keputusan Direktur. 

(7) Besaran tarif penggunaan bahan adalah harga pembelian ditambah 



maksimal 20% (duapuluh per seratus). 

(8) Komponen dalam tarif paket rawat inap meliputi akomodasi dengan 

makan dan minum, tarif Visite Dokter, tarif Asuhan Keperawatan, 

serta Pelayanan Penunjang Non Medis. 

(9) Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain 

dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk 

akomodasi bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tarif 

akomodasi perawatan ibu. 

(10) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan 

biaya sesuai dengan kelas khusus (Perinatologi/NICU). 

(11) Pelayanan Penunjang Non Medis, kecuali Pemulasaraan Jenazah, 

Ambulans dan Mobil Jenazah, sudah termasuk dalam skema masing 

masing jenis tarif pelayanan kesehatan di RSUD tergantung tingkat 

kebutuhannya. 

(12) Tarif Pemulasaraan Jenazah, Bimbingan Rohani, Ambulans dan Mobil 

Jenazah, dikenakan tersendiri sesuai kebutuhan dan permintaan 

pasien. 

(13) Pelayanan Tindakan Cyto dikenakan tarif tambahan pada komponen 

jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk kelas I dan 

II. 

(14) Pelayanan Konsultasi meliputi pelayanan konsultasi psikologi, gizi, 

dan farmasi. 

(15) Pelayanan Konsul Dokter dikenakan biaya sebesar satu kali visit 

dokter. 

 

Pasal 8 

(1) Kelas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 

(1) huruf c, terdiri dari : 

a. Kelas I; 

b. Kelas II; 

c. VIP; dan 

d. VVIP. 

(2) Biaya Pelayanan Penunjang Medis, Tindakan Medis Operatif, Tindakan 

Medis Non Operatik, Tindakan Keperawatan dan Kebidanan, 

Pelayanan Rehabilitasi Medis dalam rawat inap dibayar tersendiri oleh 

pasien sesuai dengan tarif kelas pelayanan sejenis. 



(3) Tarif Rawat Sehari (one day care) pada RSUD diberlakukan sesuai 

dengan kelas perawatan ditambah obat dan bahan. 

(4) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagai dimaksud 

pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD. 

Paragraf kedua 

KEGIATAN NON PELAYANAN  

Pasal 9 

(1)   Kegiatan Non Pelayanan  yang dikenai tarif terdiri atas: 

a.  Kegiatan pendidikan dan pelatihan; 

b.  Kegiatan penelitian; 

c.  Kegiatan penunjang lainnya. 

(2)    Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi kursus singkat, orientasi, studi banding, praktek 

lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya. 

(3)    Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi penelitian kesehatan, studi kasus dan penelitian non 

kesehatan. 

(4)    Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c antara lain kegiatan administrasi rekam medis, Klirens Etik 

(ethical clearance) sewa lahan/ruang, kantin, dan kerjasama 

operasional.  

 

Pasal 10 

(1) Tarif Kegiatan Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 

ayat (1) meliputi pembayaran atas : 

a. Jasa Sarana; 

b. Jasa Pembimbing; dan 

c. Penggunaan lahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis 

pelayanan. 

 

 

 

 

 



BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal 11 

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 

Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  BAB VII 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

 

Pasal 12 

Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan 

Tanda Bukti pembayaran yang sah RSUD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

Pasal 13 

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan 

kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat 

Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

 

BAB VIII 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

 

Pasal 14 

(1) Biaya pelayanan kesehatan RSUD harus dibayar sekaligus. 

(2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat- 

lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Pembebanan 

biaya pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain 

ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur. 

(4) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat 

Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif 

(pasien atau badan), ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk oleh 

Direktur. 



(5) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

BAB IX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN 

 

Pasal 15 

(1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan 

pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur. 

BAB X 

MASA TARIF, PIUTANG DAN KADALUWARSA 

Pasal 16 

(1) Masa tarif jangka waktu selama satu kali pelayanan 

(2) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. 

(3) Hak untuk melakukan penagihan tarif kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali 

apabila wajib tarif melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(4) Kadaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

tertangguh apabila: 

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Pasal 17 

(1)  Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia 

dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli 

waris, tidak dapat ditemukan, atau tidak mempunyai harta kekayaan. 

(2)  Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat wajib tarif, sebagai 

dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih. 



(3)  Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 18 

(1) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif 

yang telah kadaluwarsa. 

(2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 

BAB XI 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 19 

(1) RSUD bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

(2) Pengawasan Umum atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan 

oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 20 

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 13 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

 

 

 

 



Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 27 Oktober 2022 

 

BUPATI BANYUMAS, 

           ttd 

ACHMAD HUSEIN 

 

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 Oktober 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANYUMAS,  
 
           ttd  

 
WAHYU BUDI SAPTONO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 64 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BANYUMAS, 

 
 

 
 

 

ARIF ROHMAN, S.H. 

Penata Tingkat I 
                                     NIP. 197505312009031002 
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